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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3]
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk
menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasrava tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negen Neomeor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasrayva tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 tercantumm dalam Lampiran vang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan
Gubernur ini.

Bupati Dharmasraya bersama Dewan Perwakilan Raloyat
Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmnasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil
evaluasi paling lambat 7  {tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupatl, GGubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya
Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangar.

Bupati Dharmasrayse menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 vyang telah
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan
hasii evaluasi kepada Gubermur sebagaimana diktum KEDUA
untuk mendapatkan nomor register.

Bupatt Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan
Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah
mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

Penpanggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten Dharmasraya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Desember 2023

GUB UMATERA BARAT,

/

MAHYWELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - - 2023

TANGGAL DESEMBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUJASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASREAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDJ), Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat [3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan
oleh Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupat
Dharmasraya dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada
Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1,
sebapai berikut :
Tabel. 1
Tahapan da_n Jadwal Proses Penyusunan APBD

No. Urajan Penetapan/Persetujuan/Surat Ket.
Nomor Tanggal
FPenetapan Perkada ;Scasi?r? I’Iambat 1
1 | mengenai RKPD Nomer 11 Tahun 2023 3 Juli 2023 oty mingew seielah |
Kabupaten Dharmasraya RKPD Provinsi di !
Tahun 2023 tetapkan) :
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Penetapan / Persetujuan/ Surat

No. Uraian Ket.
Nomor Tanggai
Penyampeaian Rancangan Sesual,
KUA dan Rancangan PPAS . {paling lambat
2 oleh Kepala Daerah kepada 900/696/BKD-2023 5 Juli 2023 minggu [ bulan
DFPEL Juli)
Kesepakatan antara 415.4/8/BUP; 2023 jo {SESII_JEI-.I bat
3 | Kepala Daerah dan DPRD | 100.3.7/V1l/7/BA/DPRD- 18 Juli 2023 n'f:‘i“n'"g iﬁ:ma
©atas Fancangan KUA : 2023 Egu n
. Amustus]
. Kesepakatan antara 415.4/9/BUP/2022 jo Sesl'iir?hlambat
4 | Kepala Daerah dan DFRD | 100.3.7;VII/8/BA; DPRD- 18 Juli 2023 {palhing T bl
atas Rancangan PPAS 2023 TLUIEEU uan
Agustus)
Penyampaian Rancangan Sesyai,
Peraturan Daerah tentang (paling lambat
S | APBD oleh Kepala Daerah 900/879/BKD-2023 | 14 September 2023 | /oot I bulan
i kepada DFRD September)
Sesuai,
. (paling lambat 1
Persetujuan bersama 4154/18/BUP/f2023 24 Novernber isatu) bulan
6 | DPRD dan Kepala Daerah 100.3.7/X1/18/BAfDPRD- 5023 belum dimulains:
Tentang Ranperda APBD 2023 sebefum cumnnialnya
tahurn anpgaran
berkenaan)
Menvampeaikan Rancangan Sesuai,
Feraturan Daerah tentang idisampaikan 3 (tiga)
APBD dan Eancangan 29 Novemnber hari sejak tanggal
7 Peraturan Kepala Daerah 200/1236/BKD-2023 2023 persctujuan
tentang Penjabaran APED Rancangan Perda
1 untuk dicvaluasi Gubesrmur AFED)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya
dan DPRD pada tanggal 24 Neovember 2023 dan telah disampaikan kepada
Gubernur pada tanggal 29 November 2023, sudah sesuai dengan Pasal 245
ayat (3}, Pasal 315 ayat {1} dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dinhah heberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai
dengan RKPD, KUA, dan PPAS vang disepakati antara Kepala Daerah dan
DPRD.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ditetapkan
pada tanggal 3 Juli 2023, Sudah sesual denpgan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota
menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD
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Kabupaten/Kota paling lambat 1 {satu] minggu setelah RKPD Provinsi
ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023,

Selamjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya
pada tanggal 5 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya
dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun
2024 pada tanggal 5 Juli 2023, sesual dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa penvampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat
Minggu | Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD
atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu
IT Apustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 ¢leh
Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal
14 September 2023, sudah sesual dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Mingegu II bulan
September bagi daerah yang menerapkan 35 (lima)} hari kerja per minggu
atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daersh yang
menerapkan € (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 o¢leh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati
Dharmasraya pada tanggal 24 November 2023, sudah sesual dengan
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7
angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD)
Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD
dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat ! {satu} bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan,

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya agar tetap Konsisten
dalam memenuhl tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD,
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPFRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daecrah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan
penernmaan pembiayvaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pergeluaran daerah sesual dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
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hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melaknkan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayal pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
culkup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan deerah antara lain
dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan
Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimeana maksud Pasal 24
avat (4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan
dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
dalam mernyusun pPrognosis target pendapatan harus
memperhatikan realisast pendapatan dasrah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp911.076.883.278 atau 99.19% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anpgaran 2023 pada sampai dengan 24 November 2023
sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan vang melahii Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD] yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah dan penerimaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas vyang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu] tzhun anggaran,
scbagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak dacrah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
culkup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp829.320.612.705,35 atau 94.45% dan
total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi
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belanja dasrah Tahun Anggaran 2023 sampai 24 November sebesar
Rp698.041.096.508 atau 71,06% dari total belanja daerah dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2023,

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun program
pembangunan daerah sesual dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.1l.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun
2023,

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.,

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi €konomi paling sedikit meliputi:

1] penghapuszan kemiskinan ekstrem antara lain:
a} pengurangan beban penpgeluaran masyarakat.
bl peningkatan pendapatan masyarakat.
¢} penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2} penurunan stunting antara lain:
a] Lkegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambshan bag ibu
harmil, bayi dan balita.

b] kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendammngan keluarga rawan stunting,

¢} kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayazn kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yvang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen
giz1 terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3} pengendalian inflasi antara lain:
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b) pengendahan laju alih fungsi lahan.
c] pemberian bantuan sektor pertanian yvang tepat sasaran.
d] penguatan tata kelola logistik daerah.
e} pengawasan harga dan operasi pasar.

4)  peningkatan investasi antara lain:

a} kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submissicn {OS55).

k] mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

5) wpenguatan kKualitas sumber daya manusia;
6 pembangunan infrastrukur; dan
7] peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam {SDA).

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan target capaian
kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konknt dan tidak
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absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab,

f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pockok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belanja penunjang guna mendukung capatan target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

g. Belanja Daerah wyang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/fatau standar
teknis sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan ERegiocnal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Kebijjakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimna kembali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 238
ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 15 Tahun
2023,

b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, ohjek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. pembiayaan netto merupakan selisih  antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
dipunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.

[II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APED
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612
mengalami penambahan  sebesar Rp47.319.213.222 atau 3,16%
dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp916.848.794.390 .

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rpl105.162.132.160 .

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp850.258.147.517 .

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar RpB.747.727.935 .

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
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berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan
reformasi kebijjakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta
mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi
trans{ormasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Dharmasraya tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
RpB64.168.007.612 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :
Tabkel 2
Pendapatan Daerah
URAIAN JUMLAH [Rp]

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah 10:5.162.132.160

Pajak Daerah 24 £5]1.781.411

1.

Retribusi Daerah

2.4857.790.000

Hasil Pengelolaan Xekayaan Daergh yang 4.832.210.107
dipisahkan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah F2.820.350.642
Pendapatan Transfer 850.258.147.517

Pendapatan Transler Pemerintah Pusat

T91.897.793.000

Pendapatan Transler Antar Daerah

oB.360,354.517

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

8.747.727.935

Fendapatan Hibah

100000000

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Keterttuan
Peraturan Perundang-Undangan

8.647.727.925

Jumiah Pendapatan

964.168.007.612

Pendapatan Asli Daerah (PALD)

Penpanggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 105.162.132.160 .

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBL Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a.

Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun

Anggaran 2024 scbesar Rp24.651.781.411 .

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan persandingannya dengan target dan realisasi
PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada

tabel 2.1 di bawah ini.




£T0T UEp gZ0T unyel, avd Isesifexy uep jpire], ueBuipuesiad

['Z [2qE.L

. 00'0 | DO'DOT-  DO'O00C00 06 00'0 PSZL | 00'D0S 0L OF 00°000° 000 05 8816 | O0'DOU'OFE SF 00' D00 0V0 B13) [ eIa] UEIRAEG BOGUIeY
L e . oW iEE . Fats | Wed i . e . Wy L T
. , . . ) - . H, e paiig
evoul | 00’0 00D 05°000°000°0€ 00'65 | 0U'OO00DL LT 00°000 000 0F AO'LTL | 00'000° 00¢ € 00000 D00 0E IR U DA 1
 — |..|I| .- |_||“ — - ————— . . ... . - - . ) - [ N—— o - - Eum
G0 on'n S c oo'o oo i Toay o' oo o' LY 130 mieg CENUFEFNay EOGLDIE
ST R S , . . , : , - s o
o0'o on'o 00D 3 1] 000 oo oo o' 00 oo'n IeTy weREuAWI ENQLATY
. _ e . _ _ e . —— —-- —— —— e
i cn_ n _H.E &:.. 00" 000 _un_m mm o0 ) LT'es (3 .E.c .Fh 81 | E..wna D05 AL E.-wnu -Iauu QN ZST FET 00 000" D 0L E ) Leesepusy weifnBuag moguiey
__“..n.m__cE ' S.Su.@n.wh CH R0 ORI T CH' O G T L oo'o SE'ODN | OO OTD' g CHO" QO 0 8 L.EE weuedelad BnGLHY
] I N - . oo - T~ T T wnmap uspEp |
% clam.iiﬂwmalc.ﬁ.u ; DO'000°000'7 I ooo bo'a | oo wae 13l 1 iymeg teuede1ad ENGLRSY
. R | . e I ) kg, B el R
[8'qLz 0005 | O0'D00 0D0O0T D000y S_u oog . ET'90 | O0'0OFESTTE DO° 0 D00 D0E SEIFl | DO'OHE ERY _wﬂ [ EREIL IRV E 1 pueyeduresiag vewRRIag asﬂﬂum
— A e T : - - " siaalag JueA BAOUTE] |
oo 0 o'y o' g 0o'n ;000 oo'n £8'16 | DO'OSA LIS OCT OO O QG AL TEIEYIEIY CreweAR[3] yedur),
I S . 1 P WEIRGITAY WRURLRlad ENQMNEY
E :: 11Tl Sﬁnnw.ug.mub. DO'O00'CELLENE nr,. n,w 00'00%°209" hhn 1 M'Se8 SRL BTG T IL DO'OSE DL GEL T 0O OOr ROR ELEE geive(] fenglaeg
|._.|| N T T T . .. _ 3 . . ) , , , , , . . Ty T __E_ﬂ_&m,‘ ﬂm._._jm_.nﬂm
Imw ._ “m.. i nM Hmlnlilcm .c.u..m ._mn.._u ooy T oo EE Ia.Wn (0 .vuu o ..w.m _.E ) CO'CEY HEOOFDE _Ew Wmu EE ooy ¢ 9 H.: O'efs 91 m...m..,mi- 1 CH0" DR G o.ﬂm.c.m.. URD URURE SEIV YOH WERGIAG ag
. . P . \ \ . , . R . I . \ . . \ \ . ) ) I7.dHdd) TEEI0Y L UBp UEESI[LIa]
£E'50 LT O0'HSF 595 ES GO ITE 1B LSS F QLB CO'SLS 90 (69T DO'ESEHSIE DS SEPE | DO'COE SO SA4P'T OO ESH'STT ¢S ' 5:.5_5“_ wEp ung efey
ES'EEl | SOl | G0'000DOU'SL 00000 000 005 7608 OO'2L1'S6EBSE 00’ D00 DD SZE ZE'L8 . 00 TIS 1ZILLE 00000 000 C4p PR pn— sy pleg
£3'0IT 06'g | OO0 G0 000 000 61 DO0SiE . DODODOLL b i OO Do 0Do ol c.u_ ot ' D0 000 00T 01 O OO0 G000 T 13 Jurung fueres wEfe
N PIEEL  OOO0T . OU'00D QoG _ SEE DODOC AL 05T _ GrRIF ALY zr T o000 000 S| ve'Oll o0 FALERERT 00 0 DS T yeEwal, Iy yefEg
ﬂ.__. w;m oo’ _:E S,.“__S.cu.c.a o 3 o0 oD Z1 Lol BO'DOT 66D OO0 o0 gl 01 o' EHE LTED 00’ 000 D000 qaeg Hefeg
. QLRI . TR'G S.“__E_ O0UGsL . D0'DOBO00CEL £1 0 eE 00616 669955 1T T 00 D00 046 T ' S6'101 9P LU OrY 9T ET 00 000 0S5 £ L6 T T UEE USR] Heleg
| &R €71 1 peDl S 000'000'ST 00°D00 D00 09T AR LR D0 PSERES S_n QOO0 DO GEE TE'0n | o0 SO BEr0eE D0 000 D SES AuERay Aeled
L byl | A 4 putaig SR Mot -
Frrtr RO L S acc ong o cn_.n (101190 EEPE 0O'000'5LE'L 00 000'005'9 _ b LTI | O LSTEEI Y 00’000 0D0°E I wernqy ¥eleg
T AET LR SSD GOGGEl- S_Sn 000 B0E" T 9L bL O ORR" _E.n ma_u_ (o0 (O 00 mn: | 1e'0z1 | oo'BisEEs E.: OO 000 D0 SER T | umiciesy Heleg
. - B MR el LY | eV | MM B RS | e AR
EOEIT GEBE SEQ D00 GL Q0°0D0 000 (G T RA'ZZL | OO'NOS mmh \zr 'O Sccw. 9 L0l | DO'SERTEY €61 ncnc_u 000 0RT i 1m0y yefeg
u.m wn_ n.ﬂ..w- nn. Ll T T 00'tIe ._wh 5@ T 6T (11} hr..n E.n 5L1°61 | OO'EEE 1L EF £z | mevlm--- M.w.m.: "SCTWESIT au.ﬂn_m m:. QLL'TT TeFRg .__.._._._.m
.-m._m m_.ﬂ.w B2 ....w.".. YEE TTOOTE ¥ .un Ge1°ZETZOT ‘501 | sL'e6 | £T CET RES TS 56 | OO PL9EITTYE" 001 | 9%'COT | OB'SHDELOLY g01 a_o E.m mwn. STH'50T | HVAIVa 18V Eﬂﬁ:nnﬁ i
. : & £TOT 149010 ; .
R il (et s S R NV i . .
__....."___.L Ll tﬂﬂﬂu i PTOT . (gl {dal TRy
dady 1weimy, oep uwedToy oogep | . %
£LO0T YL OAdY gady sedieg I f—- - - e e
yelam) mufjag _ : £Zo0f vernlioy ungel qgdy TIDT n!-uunt MmNy IgIV




S R — —— e [ .....--...--..-| e
000 | poogph | 007000 000 COEZ- | 2efr | 08106 GE0 A58 00000 DO DOR T STEOL | PEGOOTLSELFD T OCF 00 Q0 D0 T ueyng vafay newedag depegaa
; peRg R rE2Y HWBLy IR un
. . T B e e I T e T T T envyepuey depeysal
o0'0 | 0D'00Z | 00'D00' 000007 00 D00 000" 0L 00'o _ 00000 oo’ 001 wro | - L D0 000 000001 EIaEq UEnIIY AUED UeIRIN,
1 . | _ : -lacnch b Fad g Eda] AfNERR
oo'c | o0o | oo'o | soo oo'c | D00 ' oD oo'o | 0o'o 00'0 O e ot
A . i . ¥ PR
eE'0El oo | 000 i 00000000021 bL'9L | DO'TREAPTEG | O0'O00 000 OFL CTSEl | 00'ZLT 151201 . 00000 060 0T wawyEpuag @ vy apwd ong wser |
BE'00T | [S8'wEb | 00 000" 000 009 D000’ 000005 Bl'Sy | ODSEOPIT Lok | 00°0007000°001 1 9z’ LI | 00'728'SR8°602'| C 0000000 00T eazen sy wped ong veer |
[P N I O : . T ) e e T WA |
000 | goger) | 90°000°000°0L1- B EG'E9 | 00'000'P99 BT 00"000 D00 0L 0LT01 | 00'000 40201 | ov000 000001 B UuIay e Bl (5L
0o S.H_E: O0° DOG GO0 01 - 0 no'o | ob‘o 0000600001 oy | o0'o 000 : (INEG BnIg NSeH
 6T'6.bl | 19T'1E] | 00'DOOTONE TEZ1- | 00'000000 00F ('t | co'opooez oz 00"000" 008 Z68°T Tc6'eR | O'EFSEOEOEL T | ODGEL0TL 0T vAUL] 195V WRTEB iU 1SR
T . . 4 o | - . . ’ ] ... - . i . . .. ; i . . . . " . - . T b Fomd
S0'e0T | sE'e [ 0TI IONTOLT | 00'THI 0SEOTETL §L'66 | CZ'69RURE'96'EY | 00'000CKLIT'OL | ZG'90T | PE'STERIOTOLEL | OUSBYELLOMP DL yoigng uy umpedvpiisg BIWT-UIT
o . iy I T T - Tulid Kl
. , . . . . . _ _ . uEELIZALR] e [UAPIAIG)
no'o D00 . DO'G 00'0 oo'c | o0'o 00'0 000 | oo'o 00 R e ool
R N - R - - e UREqup Hund s uwiBey
_ : dwng eped
: A SRR (LAl
o001 SL0N | OD'TLZ bET'ROS DY £0T (M ZEA + 51T | Go'zololzEEE Y 00 9EH 590 bZE b 00001 | GOYOEA'SO0 I Y M GERSONPZE Y | Eiﬁﬁmﬂwﬁcueb .ww.am”
vEiiequ Huei e weiBgt
N . e T ek
00'00T | SL'TT | 0O'TLEPPTN0S | DOLOTOITZERY | SI'ITL ' OU'LOT'OTZZES'® | DU'SRR'SHOPIEY | 00'00T : DO'OESNSOPIE'Y | OO'SEE'SPOSTED n-mu._._ﬁ_ .._ -rnahunuu._“ﬂﬂ
———-- . . : — e - —— o : oz Rl
ou'n ov'e | 00’0 o0t oo | oro 0o oa G0 HY'G wemnBueg GEOfnEIag ENGLES
e e | [ T o ) o . o . ) el Fensy
0o 00'0 | 00’000 DOD0S 00" 000 060 DS 0o | 0u'o o 00D OO 100 BSH WPRUSL VeRuTAUA] 19NGLISN
. R ot . . ; ot N T T Tumanfuey wedOpuay
P ZH e | oo'sisesele 00" 000 TR0 OOE e OO SR OET 9T 19801 | 00'00L LEB'ECY LY OO0 05 4700 \zy trECRqIay 1SNT Y
- . — — Y Mt S SRV i ad el
HO'LPE | BZ'b- | 00'000'000SE- - Q00 00006 PLEC | 00009 0RL 6T m Q0000 D00 SES 6018 | ou'oosols Ize 00'000" 00058 S Eazrﬁ_n..”n_ _m:nﬂ_.._m
- B . : e SR . S d Pravie
oo o0 | O00MeDsE (0 GO D05 2 ooe | 000 . 000 o0'e | oo'o o' wep 1seayay 1edwa _m:nhhm
. . S S S AL Endui
£+'501 oo'n oo 00'000°005 € 08'v6 | D0'ODOOZEE O0° D0 DS £ L5001 | DO'GOO-0OZSE 0000 S € uioioy qEwny werTAElag _m_EE.._M
oo C - — - | o e
00'0 00D . 000 S 0 o'e | oo'o 00'D 000 | 00'o 00'0 ; E%n&u..._m,”bah -
PV . I I _ . N o e - . T hHReg snanyy |
o0'o . ECR | 00'000'008'T 00'000005'2€ oo | ooo 00" D00 D00 DE AT'EE | OG'O0RGOP T 00'000'005'Z€ rdursy, weuwdEiag Ry
I o - R Mttt e s
oo'o DO'D | 00D o0 po'n | oo'o o0 | 000 o000 Fued ueonoliad fresed
— sENEe s eeipadudd Eagu ey
— R . : . S N N Iy
TZ'6E BE'A- | O0'00F ASTROI- DO 000 062 S42' T 66'0¢ | oo'DoeDLoBTY | O0'C0YESSERET 980T | 00'D0SRECEED 00 NeE SSO LT T Wew ey UENATIIA] 15 ﬁﬁ. um
T — - i T - RN N3,
00’0 | 000GT- | 00'DO0 D00 006" uo'o SEAT GIDO0STL LR £0° D00 DO HOS £E'29 | 00000 STYOLE b 00" D00 000 TS ermuay uEepuaiua,
I : _ _. .U mEvEsEiuad mOgnay |
1 I Lhilt




oo S.H_E: D0 000 DE6EST A oo'o ACT0A _ 00086 B55 59+9 G 00099 ES [ A g5ON0T | 00 mﬂ TEE'SaT'L c...:“__aa o0 mm_ f]
] o' o o't oo'n otn | no'o o' Qa0 oG c c__u 0
QE'SZI 9T | DOTEY nwm.nlm.m.ﬁ 00" Z+9 006 HEL 69 Ze ol cn__ 5% PEL 1€ 5SS GF 000 90" | OE v5 wE'50T ac..m?.um@..mmh..m@ ..... CHE DO £90°9T5°65
o0 ng'o oo'o oo'n on'o oo .-.ou_a N __u_u__u - o . 0oG i
oL o 60’ sl QY GOy O OE- 00" Q00 000 DOT T Ll | OO TRF TITT b5 QY (D0 (MY DEE 15°0F1 | DO LLE [EE'6OE D GO0 000 07T
|
- _.. et mmamma P — —_—
oSBT : oo'o oo _ GO O 000 00 T Ou'gT Q60T LS ST Q0 (R0 (W0 0L o5'CL OO eBE EO5 5L OO0 OO GO0 Q0
0 o' o' oo on'n DO'GEG FEL OOF b oo'o ' oo 0 QrFQ
0 E___M_E | 0 (R NGT05- L] Qo o0 000 000 0% 1 Do'o - [EAR LTI PR )
1 N _ _ e
000 i 000 | DG'oD000T 00" DEH 0T on'D L oo
oo'o oo | oo oo'n | 00'CO0EER Coooo 0
91'ed na'o 00 o0o 000 gl o0 QMG CHOCY O on'o B CS W1 S I 11 )
R S R .
Qr'0ET Q' 0000 00T 00 D0 T oo 0% Fo0 tH MY £
00" 00’0 | poopoos 00 D00 DS on'D o --: ] b0 |- | ]
HY' Q' DOMODn 00T 00" OO0 T or'n BE GRE YT [HO' £
T 00'p | 00000 00 00008 oon |ooeszve |- [ ogo | D -
TRSE oo 00 000 Do0" T | D0 DD000 T o0'n OO ERTEI1] - v, kN1
£ETH oo's | oo'oooos | oo'ooores p0'c | 00'0%6 02 - 000 | - L
1168 Ige's) | O0mO00 000 G- - OOTOuD 05 EE L0 | LUTLOPEL TLT e DAY Y 3 T OO | DO'O9TZEYO oo’ OO 00091
- e - m——— e b-—
EE'0GT - I6LTT) | D000 000 abE- OO OO0 Q00 (s 1 IT'EE 00 Z LF US0 GLE Y D0 D00 (L | oH'TH _ OFeEG ADITATE GO OO0 DO Op L T

dL¥d eped
WA ey | T ﬁdﬁmsvﬁ#_

Ifndizg woen
Eu.c_w.mc.#_ nsey G.Emnw_ucu.“_

ao1a tmRdepuag

uneglueduag tep reedepusy

EERIE ¥EUIG
uruarellad -LHF WEET ey
weuEFELIa] UeIRABgLLa,] Uy HaY
weleqWIdus] uep versdepuag

[ TR
rep ifay Uediglaag Uy
ueAqWIEnag Lep ueyrdEpUId

NEY IR TN L]
uedungwy euagad veineduits
WEIN[ UBIEANY L&) UEL I dy

weEqaduag uep vesdepuag

17 ey WRiRE ]
yalEd UBIRAM] 8 UELI+¥Y

urfjEq iy uEp :_m_m.n_mﬂ...u.nh i

e

———

BEE[ ENYL 16y BTG wmaadepusy ;

LINL
HEH( [B1GL Y BPUI] weredupuag
T raEEd) TEEOHIE

lrep ICESapIa -.b.m._.._._.._.m._.._..wﬁ_
i ump [T 2 suly Bpuar] ueedepusd

IM;TITY] LURQ WIRE0 OEWng
eI Heled w0 weredepilag

yeer) iy eleg WpU] eiedeplag

\TE[E* WRAUEIZU]
yelad mpus] ueiwdupusyg

surepiay Auled vpue] aedepuag

BAUus[La[2g oRp
| UEIOIEIY Heled opx weiedepuiad

iy el BpusT cﬂﬁmsvﬁu.._

uesliayag
UBEUEENY ][] WHIEIE[Id)3Y
2E1P BRUN] gﬂuﬂﬂ:u_n_

IG_”I

e Hi g |
e 'ueBueitg ELUGY TR Auag




Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1} Pajak Restoran sebesar Rp1.300.000.000.
2) Pajak Penerangan Jalan sehesar Rpl3.725.000.000.

3d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan {(PBBPZ}
sebesar Rp4.557.781.411.

4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehesar
REp4.000.000.000.

Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 .

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

1} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp404.000.000 dengan rincian
antara lain :

a} Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp0.

bj Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp2.000.000.

c) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp72.000.000,

d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar
Rp300.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD vyang berasal dari jasa layanan
kesehatan yeng semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jaza layanan, agar
dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan
Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023 pasal 27 ayat {3) yang berbunyi : pelayanan
sehagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelaysnan yang
diberikan BLUD

2} Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.103.790.000 dengan rincian
antara lain :

a] Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar
Rp1.275.260.000,

b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar
Rp2.500.000.

3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp350.000.000 dengan
rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan
pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, vang
disusun berdasarkan:

(1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daesrah dan

Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januari 2024; dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan

paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,
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sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai beriaku paling lambat tanggal 5 Januan 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta cpsennya efektif
mulai berlalu sejak tanggal 5 Januari 2025, Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

{1] pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

{2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

{3) retribusi izin gangguan, sesual amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalamm APBD
Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBED memperhatikan:

{1} pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022;

{2} kebiyakan fiskal nasional, sesual maksud Pasal 97 Undang-Undang
Notnor 1 Tahun 2022;

{3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

{i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
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fi). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
uniuk menghindari pembayaran pajak;

(iilj. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikrao:

(iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atan

(v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesual maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan [nvestasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 24 November 2023, realisasi
FPendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya sebesar
Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp941.855.386.005, vang diuraikan antara lain :

1} Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp20.805.605.052 atau §7,23%
dar alckasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp23.850.981.411.

2] Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rpl.703.396.987 atau
49,28% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp3.456.738.885.

Terhadap target alokast Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan
Retribust Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potenst
nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak
Duerah dan Retribust Daerah yang dianggarkan dalam AFPBD
Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaaen Daerah
yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurit Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
Daecrah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sehesar Rp4.832.210.107.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan meodal Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, maka penganggaran pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
medal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2023
serta memperhatikan hasil perclehan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1} Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi permerintah daerah.
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2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

o} Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
92 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus
melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD
yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (Performance Based),
atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai
dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due difigence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayvaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham {RUPS)
ke arah peningkatan kineria dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp72.820.350.642 , harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal
31 ayat {4} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 15
Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah wyang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

1} Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp300.000.000.

2] Jasa Gira sebesar Rp620.000.000.,

3] Pendapatan Bunga sebesar Rpl.
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4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
sebesar Rp300.000.000.

S) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp0.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya terkait pendapatan retribusi,
pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar
dipindahkan penganggarannya ke retribusi pelayanan kesehatan

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
RpB530.258.147.517 atau 80,18% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rp791.897.793.000 diuraikan pada jenis pendapatan
sebagai berikut :

1] Dana Perimbangan sebesar Rp722.995.714.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a)] Dana Transfer Umum-Dana Bagl Hasil (DBH) sebesar
Rp30.023.665.000.

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ({DAU) sebesar
RpS519.999.606.000.

¢] Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
sebesar Rp36.038.894.000. :

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus [DAK) Non Fisik
sebesar Rpl36.937.549.000.

2] Dana Desa sebesar Rp33.731.011.000,
3] Insentif Fiskal sebesar Rp15.167.068.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Dharmasraya
Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten
Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Jumlak (Rp| | selisth
Urajan Surat Resml !
APHD 2024 : At Rean
PENDAPATAN DAERAH :
FENDAPATAN TRANSFER I

; |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat . 791.897.793.000,00 | 79 1.897.793.000,00

. —— {I —————

722.999.714.000,00 | 722.999.714.000,00 - )

Dana Perimbangan

Dana Transfor Umum-Dana Bagl Haall
. (DBH)

30.023.665.000,00 30.023.665.000,00
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. Jumlsh (Rp| selialh
i - -
Uraian
Burat Reerni
APHD 2024 Hemankeu

DBH Pajak Bumi dan Bangunan 7.936.695.000,00  7.936.695.000,00 |
DBH PPh Pasal 21 2.941.024 000,00 A.7596.652.000,00 I
DBiH PPh Pasal 25 dan Pasal T I
| 20/WPOFDN B - 144 .372.000,.00 _
DBH Culcal Ha511 Tembakau [CHT] 42 632.000,00 : 42 532,000,000
DBH bumber Daya Alam |SDA) Mmyak '
Bumi 7.270.000,00 ?.2?0,_0?(}.0{)
IE’BH Sumber Daya Alam [SDA) 775.542.000,00 775.542.000,00 |

¢ Pengusahaan Panas Bumi !

| Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya :

i Alam [BDA] Mineral dan Batubara_x005fF 6,192 233.000,00 6192 233 000,00

| Rovaly e
DBH Sumber Da}'a Alam (SDA) .
Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan 18.031.114.000,00 A25.574.000,00

| tPSDH) . e ;

| DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.097.155.000,00 1.097.155.000,00

I Pertkanan : ' ' ' : - - ’ .
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit - Q. 71.540, DD(} D'D :
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi |, _,_ ..
Umum (DAU) 219999 606.000,00 519.999.6056 000,00 ; ~
DAL 422.691.705.000,00 422.691.705.000,00 |
DALl Tambahan Dukungan Pendanaan |
atas Kebiakan Penggajian Pegawal 20.734.262,000,00 20,734,362.000,00
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja i 5 )
DAV yang Ditentukan Penggunaannya 33.343.800.000,00  33.343.800.000,00 '
. Bidang Pendidikkan S ' o ! . .
DAU yang Ditentukan Penggunaannys 16.365.536.000,00  16.365.536.000,00 3
Bidang Kesehatan A Bt ;
DAU yang Ditentukan Penggunaannya 26.864.203.000,00  26.864.203.000,00 I
Bidang Pekerjsan Umum ' ’ ' K
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

. Khusus (DAK) Fisik . : 36.038. 894_EDO,D0 36.038.894.000,00 _
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- 656593 000.00 656.502.000.00 ’ .
FALITY ' - s . . , : ;

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
o] B

10.416.151.000,00

10,416.151.000,00

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
_SMP

4 742.380.000,00

4,742,380.000,00

" DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
' SKB

486, 379.000,03

TDAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-
Perpustakaan Dacrah

486.379.000,00

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-
Penugasan-Penguatan Intervensi
Stunting L
Fisik-Bidang Kesehatan dan KEB-
hgasan-Peningkatan Pencegahan dan
;endal:ian Fenyakit dan Sanitasi Total

. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

$1.794.000,00 |

O1.794 000,00

6. 184 874.000,00

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
Jalan

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-

 Reguler-Penguatan Sistemn Kesehatan

6.184.874.000,00

13.460.724.000,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokaxi
Khusus [DAK) Non Fialk

DAK Mon Fisik-BOd Reguler

136.937.549.000,00

13.460.724 000,00

136.937.549.000,00

33.-5:5 1.300.000,00

33.551.300.000, 00

DAK Non F151k BDS Kinerja

1.237.500.000,00 |

1.237.500. 000, on I
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Jumlah {Ry)

Uraian
APBD 2024

Burat Resmi
Hemenkeu

[ welisih

" DAK Non Fisik-TPG PNSD 1 966377000 00

61.966.377. 000,00

DaK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 2,119, 500,000, 00

2.119.500.000,00

DK Non Fisik-TRG PNSD 3. 100,659,000, 00

DAK Non Fisik-BOF PAUD 4 281.600.000,00

3.100.669,000,00

4.281 600.000 L0

"DAK Non Fisik-BOF Pendidikan
Keseraraan

Q03 700000, 00 S03.700, 000,00

DAK MNon Fisik-BOKKB-Bantuan
_ Operasional Keschatan
" DAK Non Fisik-BOKKHB-Pengawasan Obat

. dan Makanan :

| 11,534, 393.000,00 11.534,395,000,00 .

372.331.000,00 372, 331 CIIG'D L0 I

| 4K Non Fisik-BOKKB-Akreditasi
Puskesmas

- DAK Non Fisik-BOKKB-Banman
Operasional Keluarga Berencana

12,7001 15.000,00 12.700.115.000,00

4.069.970,000,00 4,06%,.970.000,00

DAK Nen Fisik-PR2UKM

i Modal

DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan
Dan Pertanian

"Dana Insentif Daerah {DID] ,.' Tasentif
Fiskal

DAK Non Fisik-Fasilitazi Penanaman

S80.082.000,00 S80.092.000,00

| DAK NonFisik-Dana Pelayanan |
_ Perlindungan Perempuan dan Anak

520.000.000,00 520.000.000,00

15.167.068.000,00

| 15.167.068.000,00

~Dana Desa !

' 53.731.011.000,00 |

5§3.731.011.000,00 |

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar menyesuaikan kembali
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani
alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 |, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani
Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp58.360.354.517 yang
diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun
Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun
Angpgaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran
Bagi Hasill Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5|b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.075.161.835.025 .

Penyediaan alckasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD yang tidak perlu diterima kemball cleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan diakui sebagal pengurang ekuitas yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan  setelah  mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan waflb yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomer 15 Tahun 2023,

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.075.161.835.025 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

! URAIAN | JUMLAH (Rp)

! BELAKJA DAERAH
BELANJA OPERASI 860.925.106.408 |
Belanja Pegawai 534.592.198.823

Belanja Barang dan Jasa | | 288.577.223.705
Belanja Hibah | 37.755.683.880
BELANJA MODAL 97.354.785.417
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.811.132.407
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.928.956.233
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan [rigasi 45.511.27R.9572
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2 O87.417.825

I BEIE.'I’]JEI Muﬂal .ﬁSEt.ﬁhn}'ﬂ Tt T __]_mcﬁa_m_a

"BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000

. Belanja Tidak Terduga - Y 5 000.000.000 |

| Betanja Transfer S 111.881.943.200 |

Eelanja Bagi Hasil 2.750.957.200 :

Belanja Bantuan Kewangan | _109.130.986.000

| Jumlah Belanja 1.078.161.836.025

1. Pendanzan pelakzanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal [(SPM),
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
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Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang 3Standar Pelayanan Minimal, sebagai
berikut :

a. 5PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
Rpl4.273.917.733 atau 21,30% darl total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp67.010.282.400. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut :

1)

2

3)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp
8.759.954.440, agar ditingkatkan alckasi anggarannyva serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b} Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Dasar.

¢] Pernenuhan kualitas dan pemerataan basil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

¢} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Drasar.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

Kegiatan  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebesar Rp4.531.762.993 apgar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya
untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a} standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar S5PM Sekolah
Menengah Pertama.

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

dj Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

e| Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

fj Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anal Usia Dini (PAUD) menjadi
sebesar Rp982.200.300 |, apar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta diprieritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan
dan pencapaian :
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a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

bj Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
d} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

4) Keglatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar
Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan alokasi
anggarannya serta dipricritaskan penggunaannya untuk
menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM {Paket A,
Paket B, dan Paket C).

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
(Paket A, Paket B, dan Paket C].

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan {Paket A, Paket B,
dan Paket CJ.

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan [Paket A,
Paket B, dan Paket C).

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan {Paket
A, Paket B, dan Paket C}.

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenapa kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dim
{PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nenformal/kesetaraan,
sebagai bagian dar cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan vang wajib disediakan oleh pemerintah daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentenn Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp20.229 500,
agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk
menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas,
guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan
pendidikan yang membki Peserta Didik penyandang disabilitas
serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan
tenaga penumjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sehesar
Rp293.311.500 , agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin;




3)

4]
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al Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki jjazah Diploma empat (DIV] atan Sarjana [S1}; dan
memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-1V) atau Sarjana (S1), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memilild surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau  sertifikat pguru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

c¢} Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (D-1V] atau Sarjana (51),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memilika
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d] Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rpl17.136.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yvang memiliki Peserta Didik
penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
yvakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekclah Menengah
Pertama sebesar Rpl107.075.300, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a] kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah
Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (81) serta memiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

bl Kualitas Kepala Sekolah memiliki lualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV) atau Sariana (S1), berasal dari
gury, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 [dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekeolah
atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

c] Kualitas Pengawas Seckolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat [D-IV) atau Sarjana (S1),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.




S

6)

)

8)

-2 .

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD sebesar Rp28.127.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupl untuk menjamin
tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan
Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia
dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan
sebesar Rp0, atan belum dianggarkan, agar disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat [DIV) atau Sarjana
(51) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memilik:
kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 {dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

¢l Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat (D-IV}) atau Samjana (3-1)
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar RpQ atan
belum dianggarkan agar disediakan alokasi anggarannya yang
mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni
tutar pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni
kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga
penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
sebesar Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-1V) atau Sarjana
{(31) sesual dengan rumpun ilmu atau bidang imu yang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan mermliki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV)
atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.

c] Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (31) pada setiap satuan
pendidikan.
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d} Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalckasian anggarannva
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1} 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 539 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

5PM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar
Rpl1.935.087.690 atau 1,65% dari total belanja Dinas Kesehatan
sebesar Rpl117.377.884.208 agar ditingkatkan alockasi anggarannya
dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif
dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap
jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1} Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [bu Hamil
sebesar Rp216.733.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a)] Menjamin ketersediman Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buk KIA.

b] Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesual ;

{1) Standar kuantitas yakni  Kunjungan 4 kali selama
periode kehamilan {K4)

(2} Standar kualias yakni penpgukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas {LILA), pengukuran tinggi puncak rahim [fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status
imumsasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
ternu wicara (konseling).

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan [bu Bersalin
sebesar Rpl87.520.800, agar ditingkatkan anggarannyz dan
diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :
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Menjamin ketersediaan formulir partograf, tahlet tambah
darah, alat deteksi tisiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis
ibu, dan bulku KlA.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan  sesuai
standar meliputi persalinan normal dan persalinan
komplikasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
schesar Rp312.183.850 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
vang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)

b}

Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA.

Menjamin ketersedinan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar meliputi :

(1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali
sclama periode neonatal

{2] Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat
lahir {0-5 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir (6 jam — 28 hari).

Zub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi
sebesar Rp245.416.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta dipricoritaskan alokasi anggaran pada sub keglatan tersebut
untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP] atau instrumen standar lain yang
berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

Menjamin ketersediaan tenapga kesehatan meliputi dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyal kualifikasi tertentu
seperti guru paud dan kader keschatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
0-59 bulan sesuai standar meliputi :

(1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan
kesehatan balita usia O -11 bulan, pelayanan keschatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia
24-59  bulan, pemantavan perkembangan  balita,
pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan
informasi

(2} Pelayanan kesehatan balita sakit yalini pelayanan balita

menggunakan pendekatan manajemen terpadu  balita
sakit (MTBS).
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Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar RpS50.000.000 agar ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b

Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter gigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader
kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

Memjamin  terlaksananya pelayanan kesehatan usia
pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampal 13 tahun di luar sekolah,
meliputi :

{1 Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian
tanda wvital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

{2} Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produlttif sebesar Rp78.001.000  agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untulk :

a)

o)

Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikast Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (5t PTM).

Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader keschatan.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi ©

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

(3] Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut sebesar Rp33.401.000 agar ditingkatkan alokasi
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anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

aj

b)

d)

Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistemn [nformasi Penyakit Tidak Menular {SI PTM).

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,
serta tenaga non Kkesehatan terlatih atau mempunyai
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
sesual standar meliputi :

({1} Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2} Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tingegi badan, berat badan
dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi Rp228.197.140, agar ditingkatkan angparan yang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

a}

b)

Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar meliputi:

(1} Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atan kepatuhan
minum obat

(3] Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rpl35.125.000, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokast anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b}

Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,
kapas alkchol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
hidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
meilitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang
meliputi :
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(1] Pengulkuran pgula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

(2] Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
(3] Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp50.000.000, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b

Menjamin  ketersediaan Buku  Pedoman  Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III} atau buku
pedoman diagnesis penggelongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatth jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODG)
berat sesuai standar bagi psikeotik akut dan skizofrenia
meliputi:

(1) Pemeriksaan kesechatan jiwa yakni pemeriksaan status
mental dan wawancara.

{2} Edukasi.

{3] Pengukuran pgula darah dilakukan minimal satu kal
sebulan di [asilitas pelayanan kesehatan.

{4) Edukasi kepatuhan minum obat.
{9 Melalukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rp348.509.900 agar ditingkatkan alakasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kemlatan tersebut untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik,
poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan halis pakai
(Ol emerst, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/hdi),
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis pary, atan
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)]), penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non
keschatan terlatih atau mempunyal kualifikasi tertentu
antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC
sesual standar bagi orang terduga TBC melipud :

{1} Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2) Pemeriksaan penunjang vyakni pemeriksaan dahak
dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

(3] Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
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(4] Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp50.000.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nomeor KTP/NIK.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan vakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauar.

¢)] Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

{1} Edukasi perilalu berisiko dan pencegahan penularan

(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus dipricritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

1} 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2] 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3] 100% bayi baru lahir yang mendapatkan Jayanan kesehatan.
4] 100% balita yang mendapatkan layanan keschatan.

3 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

6] 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan.

7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
keschatan.

&) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan.

9] 100% warga negara penderita diabetes mellitus vyang
mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat vang terlayvani
kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus vyang
melemahkan daya tahan tubuh manusia {Human
Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar
Rpl1.176.531.604 atau 1,43% dari total belanja wurusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
RpB2.496.903.725. Alckast anggaran untuk belanja SPM tersebut
harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap
tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indeonesia Nomor 29/PRT/M /2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumaban Rakyat, vang diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut :

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum  (SPAM] di Daerah Kabupaten/Kota  sebesar
RpH82.806.600 agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah
Tangea terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan
berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui
sistem penyediaan air minum.

2} Kepiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp493.725.004 agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan
diprieritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama dipricritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang

terdiri dari :

1] 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari.

2} 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Sesuar maksud Peraturan Pemernntabh Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralkyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp58.307.750 atau 0,53% dari total belanja urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  sebesar
Rp11.092.269.596 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, hams ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi
untuk belanja SPM tersebut diuralkan dalam kegiatan sebagai
berilkut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
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289/PRT/M /2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakmi :

1] Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Bumah Korban
Bencana atau Relokasi Prograrn Kabupaten/Kota sebesar RpO,
atau belum dianggarkan, agar disediakan alckasi anggarannya
vang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi
Perumahan di lokasi rawan bencana, ldentifikasi lahan-lahan
potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban
bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan
Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi
penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana
Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Rencana Aksi.

2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
sebesar Rp0, atau belum dianggarkan, agar disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya
sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah
kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug
Warga untuk menentukan calon penerima dan lavanan SPM
yakni Eumah tangga Korban Bencana Alamn atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat
koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3] Kegtatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp53.117.250, harus ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui  tahapan pembentukan tm
pendamping/  fasilitator, pelatihan  [fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ [asilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

¢] Pembangunan baru/frelokasi korban bencana melalu
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah hersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rurnah layak huni, pembangunan remah khusus + PSU.

4] Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar RpO,
atau bhelum dianggarkan, harns disediakan alokasi anggaran
yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Raloyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten/kota yang terdiri dan :

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.




=31 -

2] 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat Nomor
29 Tahun 2018.

SPM Trantibumlinmas

1} Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rp341.635.000 atau 25,51% dari total
belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar
Rpl.339.070.300. Alokas: anggaran untuk belanja SPM tersebut
untuk ditingkatkan serta menjadi pricritas dalam penyusunan
penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut vang peruntukkannya harus sesuai
sebapaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indenesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, vaknii :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota sebesar REp0, atan belum dianggarkan,
agar disediakan alockasi anggaran yang memadai dan
mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan
penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan
Sosialisasi, Komunikasi, Infoermasi dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencanal.

b} Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rpl85.827.000, agar ditingkatkan alckasi
anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan untuk
melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan
mitigasi, gladi  kesiapsiagaan  terhadap  bencana,
pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan
perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

¢) Kematan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar Rpl155.808.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan
respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis
prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem
komando penanganan darurat bencana, pencarian,
pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana.

2] Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rp202.463.000 atau 4,13%
dari total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rp4.896.401.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta agar
ditingkatkan alokasl anggarannya dan menjadi prioritas dalam
peryusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
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Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota, yakni :

a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rpl62.468.000, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat
iResponse Time] penanggulengan kejadian kebakaran,
layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian
kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi.

b} Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rp39.995.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

c) Kegiatan  Penyelenggaraan  Operasi  Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Maniusia
sebesar Rp0, ataun belum dianggarkan, agar disediakan
alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan  Ketentraman dan  Ketertiban Umum  sebesar
Rp30.000.000 atau 0,61% dari total belanja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar
Rp4.896.401.314, Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam Kkegiatan sebagai berikut, serta harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan
Kabupaten/Kota, yakni ;

a] Kegiatan Penanganan Gangguen Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 {satu) Daerah Kabupaten/Kota
sebesar sebesar Rp0, atau belum dianggarkan, harus
disediakanr  alokasi anggarannya yang mencukupi dan
dipricritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan  Perlindungan  Masyarakat termasuk  dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta
pelayanan vang terkena dampak gangguan Trantibum akibat
penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS)
Kabupaten/Kota sebesar Rp0, atau belum dianggarkan,

harus disediakan alokasi anggarannya yang mencukum
untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memada dan
diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
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Kapasitas 5DM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus  diprioritaskan  untuk  memenuhi indikator SPM
Trantibumlinmas untukKabupaten /kota vaitu:

1] 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukumn perda dan perkada.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

o) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah MNomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban Umum di  Provinsi/Kabupaten/kota dan
Kabupaten/Kota.

SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp399.312.285
atau 7,63% dan total belanja SKPD Dinas Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan
urusan sosial sebesar Rp3.231.962.114. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut,
serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan
menjadi  prioritas  dalam  penyusunan  perencanaan  dan
penganggaran, dan peruntukkannya harus sesual sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah
Kabupaten/Kota, yakni :

1} Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar
Rp76.380.500, dialokasikan anggarannya secara signifikan serta
untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang
diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sesial berupa :

a) Layanan data ysaskni layanan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
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telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
crang tidak mampu.

b] Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
memindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/fatau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesgjahteraan sosial mengenail tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang
disahbilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengemis vang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya

d] Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama ¥ (tujuh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar, penelusuran  keluarpa, reunifikasi dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencansa Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota sebesar Rp(, atau belum dianggarkan, harus
disediakan =alokasi anggaran serta untuk menjamin
terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sesial pada
saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat
bencana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa vang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b} Tersedianya barang dan/ateu jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dulungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sosial untuk Kabupaten/kota yvang terdiri dari :

1)

100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.
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2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3] 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4] 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

9] 100% warga negara korban bencana yang mempercleh
perlindungan dan jaminan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam HNegeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Bosial di Daerah  Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah
Kabupaten /Kota.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memprioritaskan
terlebih dahulu alokast anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal {(SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal
42 gyat (5} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupatenn Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Rabupaten Dharmasroya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tabhun 2024 yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. '

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran belanja daerah
berdasarkan Prioritaz Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alcokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2024 .
! Raslo !
' APBD 2024 Terhadap |
Prioritas Nasjonal Belanja |
Duaerah
____.._.n_!;]__._.......__._ [%} ;

Memperkuat Ketahanan FEkonomi wuntuk :
1 Pertumbuhan VANE Berkualitas dan ' TU2.205.292 898 7368
Berkeadilan (PN1) i

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang |

2 Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) | ¢ 0
Meningkatkan Sumber  Daym Manusia !
3 Berkualitas dan Berdaya Saing [PN3) 130.852.403.165 . 12,17
" Revalusi Mental dan  Pembangunan -
4 Kebudayaan [PN4} i ___:_; 2'.1.44'83.1_'3?6 671
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Ruosio
Terhadap -
! AFPBD 2024 :
Prioritag Nagionnl | Belanjn
| © Daerah =
| o : mek |
| Memperkuat Infrastruktur untuk Mendubung | | :
5 | Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar FT.334.976.49] 7.19 '
i | [PNG) R : ,
! ; Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan | ;
. B  Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 2,624.278.175 0,24
t " {PNB]
: Memperkuat  Stabilitas  Pglitik Hukam
7 Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi a 0
Pelayanan Publik [PN7] R C e
Jumlah Alokas] Anggaran dalam APBD 1.075.161.83%5.025% 104
Total Bolanja Daerah 1.075.161,.835.025
S L

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun 2024 sudah selaras dengan prioritas pembangunan dan
kebijakan pemerintah pusat sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, schingga belum terlihat pemetazan yang
jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023
dengan Program Prioritas, Kegiatan Pricritas, dan Indikator Kegiatan
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [EPJMN| Tahun
2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mempertaharkan
secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian iabel
sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selamjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Fresiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitg

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras yvang dinamis, produktif, terampil, menguasal ilmu
pengetahuan dan teknclogi didukung dengan kerja sama industri
dan talenta global.

k. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendonpgkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 [duaj
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
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d. Penyvederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan 5SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya Terhadap Kebijakan Pricritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7
{tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024,
sebagai berilkut :

Tabel &
Alckasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijalkan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

i Rasio
= APBD 2024 Tertadap
No Prioritas Provinsai elanja
| Dacrah
: (Rp) : {%])
Meningkatkan kualitas Sumber Dava i 523.127.202.041 48,66

1. Manusia yang sehat, berpengetahuan,
terampil dan berdaya saing
Meningkatkan tata kehidupan aosial

a kemasyarakatan berdasarkan falsafah |

* Adaik BAsandi Syara”, Syara" Basandi

_Kitabullah e e e :

Meningkatkan nilai tambah dan 7.462 450.050 0.69

4. produktifitas Pertanian, perkebunan,

. peternakan dan perikanan :

, Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan 1.402.622.145 1 0,13

i Industrn Kecil/ Menengah Serta Ekonomi ‘
|

©3.344.308.700 0,3}

i Berbasis Digital
Meningkatkan ekonomi kreatif dan 635.221.800 0,06
berdaya saing kepariwigataan =~
Meningkatkan pembangunan 31.675. 709740 295
&.  infrastruktur vang berkeadilan dan !

. perkelanjutan ]

Mewljudkan Tata Kelola Pemenintahan H0T7.514.130.549 ¢ 47,20

i 7. Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, ' :
| Akuntabel Serta Berkualitas
|

Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD  1.075.161.835.025 160

___Total Belanja Dacrah 1.075.161.835.025

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan vang jelas dari
programm  pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prigritas
Pembangunan Provinsi sesual dengan Peraturan Gubernur Sumatera
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Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024,

Untuk itu Pemeriniah Kabupaten Dharmasraya agar mengupayakan
secara tlterus menerus konsistensi antara kebijakan Pemerintah
Kabupaten Dharmasrya dengan prioritas provinst Tahun 2024,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kelijakan
Prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan
anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024
yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
herdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

T T
_ | ‘ Rasio

! | APBD 2024 T;:'l‘::j:? |
i No | Prioritas Daerah i ‘ !
! I i Daerah
i . } el
(Rp) Lt
! e = wee L o P
1, Pemcrataan pembangunan infrastrukeur TH.A03 9799 i 710 i
2 Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 10.220.625.000 . 0,85 !
. e rm——— [P |
3 Memajukan pendidikan vang berkarakter ¥5.677.601.350 704 '
4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 54.139.938.085 5,04 :
. e . j e
5 :I:iwl:wudkan tata kelola pemerintahan yvang i 845.202.717.192 78.61 !
[ - i J = I

& . Pcmbangunan yang berkelanjutan ' 2.344 933,175 0,22

¥ Membangkitkan identitas daerah 1.621.173.412 0,18

& Membangun berbasis nagari 9.340.848.816 Q.87

~ Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD 1.075.161.835.025 10

Tutal Belanja Daerah 1.075.161.835.025

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Dharmasraya sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran
yvang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas
Pembangunan Daerah sesual dengan Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor & Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024,

Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Dharmasraya agar mempertahankan
dan konsisten dengan hasi! penyajian tabel Prioritas Fembangunan
Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebul.

Pendanaan Urusan Pemernntahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamenatkan
dalam Pasal 50 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, vang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan




Jumlah alokasi
Rp351.724.976.752

sebagai berikut :

-31G.

anggaran untuk

fungsi

pendidikan

sebesar

atau 32,71% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.075.161.835.025, dengan uraian perhitungan Tabel

Tabel 8
o Alokasi Fungsi Pendidikan - )
Jumluh '
NQ Komponen Perhitungan - - :
APBD 2023 APBD 2024 Belinih
a. Urvsan Bidang
1 Pepdidikan: B J25.848 464 442 J40.331.123.153 14.4832. _ﬁE_’?]i )
1) Belanja Dperam 303.131.314.930 316.022.880.638 12. 891 565.708
a. belanja pcgawal. 263.161.965.000 268.520,769,953 1 5.367.804, 9::3
b. belanja barang dan I e
jasa; | 35.124.949.930 38.318.310685 ; o !93-360.755
c. belanja hibab; 4.844.400.000 9.174.800,000 ,  4.330.400.000
d. belanja bantuan ] ) : B o
SQSIEl- - - . ——— -
2] Belanja Modal, 22.717.149.512 24.308.242. 515 1.591,093.003
b. Urusan Bidang '
Kebudayaan: 7.349.250.43?“;" N B 107. ﬂﬁ.nﬂ 594 258.010.15%
1] Belanja Operasi: T840 250,439 : 8 107,260,394 258.010.155
a. belanja pegawai; - a7.700.000 37.700.000
b. belanja barang dan | o
jasa; 7.849.250.439 | 7.424.560.594 ~124.689.845
. belanje hibah; 645,000,000 645 000 000
d. belanja bantuan _ ' ‘
~_sosial. )
2] Belan_]a Modal; : - - -
; ¢ Urusan Bidang : 14.744,387.400 390.320.050  -14.354.067.350
: 1! Perpustakaan: ; bt i il il
i i 11 Belanja Dperasn { 3.872.864.400 329.970.050 ~-3.542.894,350
i | a. belanja p::-gawau. ’ - - -
: b belanja barang dan i .
jasa; 3.872.864.400 : 329.970.050 _ O-o92.894.350
c. belanja hibah; - . -
d. belanja bantuan . ] i
SOSiE.l. ——— e m em e e e
2] Belanja Modal; 10.871.523.000 60350000 -10.811.173.000
d. Urusan Bidang ;
Repsemudaaan dan 6.081.999.632 ! 2.945.472.955 -3.136 526 677

Olahraga:

1] Belanja Operasi:

6.051.999.632

2945472955

a. belanja pegawai;

-3.136.526.677

b. belanja barang dan’
jasa
¢. belanja hibah;

6.051.98%.632

2.053.972.955

-4.028. 026,677

A30.000.000

BA0. 000000

d. belanja bantuan
sosial,

2] Belanja Modal;

. Belanja di luar Urusan
Pendidikan, Trugan
Kebudayaan, Urosan

! Perpustakaan dan Urusan
Kepemudaan dan

ksbutuhan masyarakat di

1} Belanja Transfer

Bclanja bantuan
keuangan khusus

hidang Pendidikan, antars '
 ladm: )

Olahrags yang menunjang




S A0 -

NO Ko Perhitungan Jumlah
mpanen rer — . - ———
pe APBD 2023 APBD 2024  °  Bolialh
2)Sub Kegiatan ” )
. Pelaksanaan Kebijakan,
i i Evaluasi, dan Capatan
! Kinerja Terkait 0 0 ¢
| Kescjahteraan Sosial pada
i i SKPD Sekretariat Dacrah . ) i _
" Anggaran Fungsi
2 Pendidikan (aibrordsey . I54524.101913 381724976752 2.749.928.161
3 Total Belanie Dacrah 1.029.378.138.553 1. 078.151.835.02% 453.783.696.472
" Ramio snggaran ' " n T

|
4 pendidilan {2:3) x 100% Eaia g 32,71 |

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen|] dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistern Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalckasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas
pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2023,

Untuk itu, Pemerintah Kbupaten harmasraya harus konsisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat {1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan
Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang
diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati
Dharmasraya sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan wuntuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, meliputi:

1} standar isi.

2} standar proses.

3) standar kompetensi lulusan.

4] standar pendidik dan tenaga kependidikan.

=) standar sarana dan prasarana.

6) standar pengelolaan.

7) standar pembiayaan.

8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

.l
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Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialekasikan
sebesar Rpl163.724.314.994 atau 22,57% dari total belanja daerah di
lnar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp725.381.121.876

Dalamm rangka peningkatan pelayanan di  bkidang kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan
secara memadal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alckasi anggaran kesehatan dimaksud diarghkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM
bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk
mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewwjudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
antara lain:

1} dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadas
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) alokast anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator
SPM bidang kesehatan.

3} prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyalkit;
b} peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
c¢) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

d} pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,

€] penguatan jejaring layanan primer; dan

f} penguatan Sumber Daya Manusia {SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar konsisten dan
tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan
dalam Angaran Pendapatan dun Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
{pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan
prevalensi kekurangan funder weight) pada anak balita dan
menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar
Rp316.551.300 atau 0,27% dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp117.377.884.208 .

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan
stunting sesuai dengan petraturan perundang-undangan namun
hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan
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dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja.
Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain
yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan
hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
peimberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran wuntuk penanganan stunting sebesar
Ep316.551.200 atau sekitar 0,03% dari total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Kabupaten Dharmasrava
agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi
percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada
kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi
berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya
yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur {(WUS) dan
remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lain:

[1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan halita.

{2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

[3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijjakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen)
dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH
Sumber Daya Alam Kehutenan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
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Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp2352.790.976.597 atau 26,24% dari total
belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan/atau desa sebesar Rpl1.075.161.835.025, dengan rincian

pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel G

Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Homponen Perhitungan -

Totzl Belanja Daerah
" Belanja bagi hasit
dan/atau transfer kepada
darrah dan/atau desa:
a  belanja bagi hasil
b bantuan keuangan
o c _jumah (a+hb] N
Selisih [1-2)
'Mmimal'_Belanja -

[nfrastruktur Pelayanan
Publik (40% x Sehsih)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan

APBD 2023

2,822 820000
108,349, 574.000

918.395.744. 552

S67 338 297 82

110.982.394.000 |

3

: _ APBD 2024
1.{)29.3?3.]33.55; l.ﬂ?5.1ﬁ1.835.025;

Jumlah

Selisih
45.783.696.472 '

275957 200 118137, 200
109,130,986 000 TEL 412000
|11.881.943.200 99 349 200

963.279.801.825 | 44 884147272

A85.311.956.730 1 17.953.658.909

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.790.976.597, dengan rincian
pada Tabel 10 sebagai berikut ;

Tabel 10

Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah

Komponen Perhitungan

Belanja Modal:

1) tanah; B

2] pefalatan dan _mes'm;
3] b;ﬁgunan Ei_-ah gedung,
4) jalan, jaringan, dan irigasi;
5] aset tetap lainnya. .

6| aset lainnya.
B;:-lanja Pemeliharaan
Jumlah 1 = [a + b)
Beli{nja Hibag;.
“-Bclgnja Bantuan Sosial,

Belanja Bantuan Keuangan.

jumlah 2 ={a + b + ¢}

APBD 2033

P

T 38.340.791.768

45417 466 154
61.56%.056.460

5.208.742 689
(0.4 26,400
9.085.882.720

T aeBD3024 |
151.236.483.671

v
'

4

160.322.366.391 105.904.306.717

13.802.790 860

Jumlah

. Etu.iﬂ | -... - .
-53.881.698.254

97.354.785.417

16.520.659.36]
18.488.510. 121

-16.057.777.508

21.811.132 407
26928 056233

45.511.278.952 |

e e EH
2987417 825 |- -2.221.324 BRR4
116 000,000 ! 584 4060 400
B.54%.521.300 ° -536.361.420

| .E4.418.059.674

A7.755.683.880  23.952.893.000

108.349.574 000
1272.152.364.880

Jumlah Belanja Infrastruktur
Daerah {1+2}

109.130.986.000

146.886.669.880 .

FR1.412.000
24 734 305 000

282474731 271

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
[nfrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada
butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2023 bahwsa

Belanja

Infrastruktur

252.790.976.557

-29 683,754 674

belum memenuhi Belanja

Pelayanan Publik

merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait

dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan

pelayanan publik dan ekonomi

kesempatan

kenja,

mengurangi

kesenjangan publik antlar daerah.

fasilitas

dalam rangke meningkatkan
kemiskinan

dan mengurangi



- 44 -

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus
mengupayakan secara lerus menerus agar alokasi Belanja
Infrastruktur Pelayaenan Publik tersebut dapatl mencapai 40% fempat
puluh persenj sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur
pelayanan publik belurn mencapai 40% (empat puluh persen)
Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur
pelayanan publik daerah  secara bertahap dalam waktu 5 {lima)
tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja
infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun
Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 15 Tahun 2023.

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya (di luar gaji
dan tunjangan) sebesar Rp3.472.104.200 atau 0,32% dari total
belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk
mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada
inspektoratKabupaten Dharmasraya antara lain tercantum pada :

1} Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Intemal sebesar
Rp917.161.000;
2} Keglatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp572.183.000;

Belum memenuh! alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah,
sebagaimmana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a} Lampiran Peraturan
Menter1 Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran
pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan
pada SKPD Inspektorat. sebagaimana maksud butir E.2.d.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/5J tanggal ¢
Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah.

Untuk  itw,  Pemerintah  Kabupaten  Dharmasraya  harus
menambahkan jumah alokasi anggaran untuk penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya, sekurang-kurangnya 1% {satu persenj dari
tota! belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuat dengan kewenangannya dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan
pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan penpgawasan, yaity

a) Pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan  urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan  perundang-undangan  termasuk  ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinerja;

b] Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja
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perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran
dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

¢) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d] Reviu Laporan Keuangan:

€} Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertenty, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

fl Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan wmum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun
2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan
atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan
pemerintah  lainnya, termasuk memastikan  bantuan
keunangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat
sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik,

g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
[ntegritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birckrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi vyang
dikecardinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lamjut hasil
pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risike, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP.

3) Barana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.¢c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya menjadi sebesar Rpl.871.255.000 atau
0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, vang
dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN.
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Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah memenuhi alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah,
paling sedikit 0,16% dan total belamya daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap
kensisten dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan terhadap Penpembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1] Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/fatau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertilikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi  Penyelengpara  Pemerintah pada ~ Kabupaten
Dharmasraya dalam APBD tehun anggaran sebelumnya telah
melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya tidak diperkenankan mengurangi besaran
persentase alokasi anpgaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2024
sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

0. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai
berikaut :

a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran
dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga {TP-PKK)
Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp900.000.000  atau 0,08% dari
Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengalokasikan anggaran
dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Penpgerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten Dharmasraya dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan
melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten wuntuk
menyediakan alokasi anggaran yang memadal terhadap
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang
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ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah {FORKOPIMDA)
Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wati Kota di wilayah
kerja masing-masing sebesar Rp4649.609.000,00, atau 0,04% dari
total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadai
sehagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4}i] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama
[FKUB} dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan
sebesar Rp34.955.500 atau 0,003% dar total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus
konsisten untuk menyediakan alokas{ anggaran yang memadai
guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah vyang dianggarkan pada perangkat daerah vang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan
juga pada butir E.3.ai.3)d] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN] dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp328.642,614.608 atau 88,56% dari total Belanja
Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar Rp371.111.125.934 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sudah
memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat
puluh  persen] nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
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mengegunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan
hasil produksi dalam negeri.

Unruk  itu, Pemenniah Kabupaten Dharmasraya harus ferus
berkomitmen wuntuk mendukung dan menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran
Bersama Nomor 027/1022/8J dan Neomor 1 Tahun 2022 tentang
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar
Bupati Dharmasraya:

(a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai  dengan
ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

(1} Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% {empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang terdiri alas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tanah;

(2] Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN] ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP} paling rendah 40% {empat puluh persen}; dan

(3] memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% {dua puluh lima persen).

(b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK} lokal yang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistemn Elektronik
(PPMSE)/Marketplace dalam Toke Daring yang dikelola coleh
LKPP.

(¢} meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
perigadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektil dan efisien
dengan:

(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;

(2] mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;

(3] melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

{3) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp860.925.106.408,
atau 80,07% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.075.161.835.025, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-harl Pemerintah Daergh yang memberi manfaat jangka
pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat {2) Peraturan Pemerintah
Nomer 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
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Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar RpS534.592.198.823 atau
49,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya jumlah alokast Belanja Pegawai diluar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus gurw, tunjangan profest guru dan
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya sebesar Rp467.405.652.823 atau 43,47%
dant total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Belum memenuhl ketentuan alokasi belanja pegawai di luar
tunjangan guru yang dialokastkan melalui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% (tiga puluh persen} dari total belanja AFPBD.
Dalam hal persentase Belunja Pegawai Daerah telah melebihi 30%
{tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawai Dgerah secara bertahap dalam waktu 5 {tima} tahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023

Penyediaan anggaran belanja pegawal yang antara lain tercantum
pada :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara {ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp349.780.713.149 atau 32,53% dari total Belanja Daerzah,
dapat dianggarkan dalam Rancangen Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawal Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
vang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen| dari
Jjumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai
maksud butir C.3.a.1}h] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2} Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

a) Belanja Iuran Jaminan  Kesehatan ASN  sebesar
Rp21.241.462.000.

b} Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi
sebesar Rpoh41.460.000,

c¢] Belanja [uran  Jaminan  Kematian ASN  sebesar
Rp2.872.274.000.

d] Belanja luran Jaminan Kesehatan bapi KDH/WKDH sebesar
Rp&.500.000.

e] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
sebesar Rp750.000.

f) Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar
Rp1.000.000.

g Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Rp60.000.000.

h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar
Rp3.0G0.000.

i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.000.000.
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Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistemn Jaminan
Sousial Naslonal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud
butir C.3.a.1)h}{5) dan butir C.3.a.1}h){6) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakasn
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

al Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.228,604.890.

{1] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp11.708.541.016,

(2) Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp2.494.800.000.

(3} Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar RpS570.000.000.

(4} Belanja Tumjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp2.217.006.000.

I5)] Belanja  Tunjangan Transportasi DPRD  sebesar
Rp4.120.000.000.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar
Rp120.000.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menter: Dalam Negeri Nomor188.31/7808/SJ perihal Penjelasan
terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Belanja Penerimaan Lainnya Kepaia Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, sudah sesuai dengan Pasal 9 avat (2) huruf e
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di atas 30 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan
yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan pating tingi
sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan ANgEaran
terscbut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan
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Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
dimaksud.

5] Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rpb9.973.411.307 atau 7,81% dari total Belanja Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam
rincian obyek belanja :

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
schesar Rp71.743.973.000.

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Keria ASN
sebesar RpO.

c¢] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
sebesar Rp0.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebesar Rp72.510.847.650.

Untuk poin 3) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan
mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomer 12
Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j}(7) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, Pemerintah  Kabupaten  Dharmasraya  dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPF] kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.1}h){7] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

7} Belanja Tunjangan Profesi Guru ([TPG) PNSD sebesar
Rp61.966.377.000.

8} Belarya Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.119.500.000,

Untuk poin 7] dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran
2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir
C.3.a. L}h){7}c)il.vii}{iii} Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

9] Belanja Daerah yang divraikan antara lain :
a} Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rpl.232.589.000 atau 4,99% dari total Pajak Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp24.651.781.411 diuraikan sebagai berikut :
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(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
sebesar Rp922.779.000.

(2] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah sebesar Rp309.810.000,

(3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Pajalk Daerah scbesar RpC.

b) Belamja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah
sebesar Rp142.889.500 atau 5% dari total Retribusi Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp2.857.790.000 diuraikan sebagai berikut :

(1} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi
Daerah sebesar Rp100.022.650.

(2] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah sebesar Rp42.866.850.

(3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0.

Alokasi insentif alas pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen)
dan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sehagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Perhitungan alckasi insentif pemungutan
retribusi tidak memperhitungkan pendapatan retribusi jasa
usaha yvang berasal dari pendapatan BLUD. '

Selanjutnya, sebagal implementasi Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomer 68 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
Daerah  bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir
C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

10) Belanja Honorarium sebesar Rp3.587.750.000 diuraikan ke
dalam sub rincian obyek :

a) Belanja Honorarium Penangpungjawaban Pengelola
Keuangan sebesar Rp3.162.000.000.

b) DBelanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar
Rp397.150.000.

¢) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa {(UKPBJ)} sebesar RP28.600.000.

11} Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp713.750.000,00
diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
a} Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan
Pendapatan sebesar Rp713.750.000,00.
b) Belanja Jasa Pengelolaan BMD vang Tidak Menghasilkan
Pendapatan sebesar Rp0O.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta
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dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapail target kinerja kegiatan dimaksud serta standar
satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019,

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1)h){7](c}i.viii) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilarang menganggarkan
belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena
belanja pegawal dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD,
Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir
C.3.a.1)h){9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar
Rp288.577,223.705 atau 26,84 % dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 [dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan
pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir €.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja :

1) Belanja Barang sebesar Rpb9.228.449.609 yang antara lain
diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar
Rp68.436.372.909, antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
Kp4.585.329.268.

b} Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rpl16.151.000.

c] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rpd467.935.000.

d} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover sebesar Rp847.420.500,

e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
sebesar Rp2.522.239.400.

f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
sebesar Rp723.753.204).

g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
sebesar Rp3.510.000.

h] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
sebesar Rp335.646.600.

i} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp202.500.000.

j]  Belanja Obat-Qbatan-Obat sebesar Rp4.958.705.000.
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k| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Rpl7.831.386.313.

1} Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp20.391.460.913.

m) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp1.017.154.000.

n) Belanja Makanan dan Minuman  Rapat sebesar
Rp319.284.000.

¢) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar
Rp663.100.000.

p) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar RpO.

q) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar
Rp2.414.117.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2jc){1){a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019,

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa vang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna
pencapaian sasaran pricritas daerah yang tercantum dalam
RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
C.3.a.2)c)(1){b], butir C.3.a.2)cj{l)c} dan butir C.3.a.2)c)(1)(d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Jasa sebesar Rp89.457.987.706 yang antara lain
diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor scbesar RpbH0.494.765.706 vyang
diuraikan antara lain :

{1} Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa
Acara, dan Panitia sebesar Rpl.181.450,000.

{2) Honorarum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.055.070.000.

{3} Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar
Rp30.000.600.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan
dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan, dan selanjutnya ditakukan pengurangan jumiah
alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumliah
orgng/ anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki  peranan dan  kontribusi  nyata  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada butir  C.3.a.2)c)(2)(ali.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

(4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar
Rp2.448.600.000.

(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp4.157.656.000.

[6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp3.257.3%0.000.

{7) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar
Rp2.306.330.000.

{8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar
Rpl13.742.435.000.

(¢] Belania Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp0.
(10)Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp571.480.000.

(11)Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar
Rp4.915.850.000.

(12)Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.977.200.000.

Harus dibatast dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk badan layanan umum  daerah sebelum
diundanpgkan peraturan pemerintah ini masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 3 {lima} tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima)} tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah int.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri  Sipil di
Linglungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannyae untuk mengakomodir pengangkatan
haru bagt pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengist
jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas,
maka Pemerintah  Kabupaten — Dharmasraya tidak
diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut
dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM
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dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum
terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13)Belanja Tagihan Air sebesar Rp46.47 1.000,
(14)Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp4.523.331.160.

(15)Belanja  Kawat,/Faksimili/Internet/TV  Berlangganan
scbesar Rpl1.231.475.846.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan Kebutuhan vang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
scbagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c}(2){a)i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Belanja Lembur sebesar Rp755.203.000,

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi Kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesual dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rpl12.538,870.200
yang diuraikan :

(1} Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rp9.4G0.723.200.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya dalam rangka mewujudkan Universal Health
Coverage (UHC] guna terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan
iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya tidak diperkenankan mengelola sendiri
[sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan
Nasional, termasuk mengelecla sebagian Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud
butir D.16.a.2)c)(2){bliv.) dan butir D.16.a.2)c){2){b)v.viii)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

(2] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rp1.110.000.000,

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar
Ep0O.

{4} Belanja [uran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
sebesar Rp1.120.110.000.

(5] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar
Rp303.237.000.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
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Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iluran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomer 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
scbagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c){2){b} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
(1} Belanja Sewa Tanah sebesar RpQ.

{2] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar
Rp2.770.110.000.

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar
Rp3.394.226.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-
masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahuiu
pengounaan barang mitik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran secbagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan angparan
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang millk daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/fatau standar harga sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi scbesar
Rp1.200.000.000.

Belanja Jasa Konsultansi Non  Konstruksi  sebesar
Rp700.000.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa
Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau
nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
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adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap
digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila
diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)0)(2)(g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

g} Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.360.012.800.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Angparan
2024, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadin
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia bagi Pejfabat Daerah dan Stal Pemerintah Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti
tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di
Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar
daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan
mempertimbangkan  aspek- aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta
manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna
efektifitas penggunaan anggaran daerah.

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.549.521.300 yang diuraikan

pada :
a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar RpQ,

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  sebesar
Rp4.865. 180.000.

c] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp507.339.800.

d} Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp3.177.001.500.

Drapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
sesual dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek
efektifitas, efisiensi, kepatutan dan  kewajaran  serta
penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa penggpuna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat {2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
C.3.a.2)c)(3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2023.

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp47.618.712.600 yang
diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar
Rp47 618.712.600.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya
riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya  dirastonalkan dan dikurangi jumlah
anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian
target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
agar menghitung kembali alokasi Belarnja Perjalanan Dinags
dengan membatasi hari, jumiah orang dan capaian kinerja
perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)i4} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2623.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS vang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesual dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Dharmasraya untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
Daerah Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya 1% (satu
persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan),
untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk
memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar tidak
menganggarkan perjalanan dinas luar negeri pada Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 kecuali hanya untuk kegiatun yang bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya, antara lain telah memitiki perjanjian
kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
dengan pthak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus
berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Dalam Negeri dant Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepalu Daerah, Pimpinan dan Anggota DFRD.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp947.100.00C vang
diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat.
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Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yvang tercantum pada :
1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp25.016.294.988.
2} Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp8.574.800.000.

Alokasi Belanja BOS scbesar Rp33.591.094.988 lebih kecil dari
alokasi target DAK MNon Fisik BOS pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp34.788.800.000, belum sesuai maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan
butir C.2.b.4)a)(4|(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
1} Belanja Pegawai BLUD secbesar Rp27.794.555.158.
2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp46.076.569.302.

3} Belanja Modal Peralatan dan Mesin  BLUD  sebesar
Rp3.8688.910.200.

4] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp0Q.

Belanja BLUD sebesar Rp77.770.034.660 lebih besar dari target
Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan
Daerah  tentang APBD Tahun Anggaran 2024  sebesar
Rp69.738.900.642. Belum sesuai dengan maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan
BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai
RAB yang dikonsoclidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan
Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya
berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD,
diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 {satu) program, 1
satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta
dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan
Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rp37.755.683.880 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1} Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp23.065.883.880.
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2) Belanja  Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Rp6.115.000.000.

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp1.330.000.000,

4} Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp0.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daergh Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesual dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta untuk
mendanal program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung
dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alckasi
belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang
telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerash sesuai
urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi  pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal
298 ayat {4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wajlb diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangha pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
(dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di
Kabupaten Dharmasraya baru sebesar Rpl9.593.786.666
atau 1,82% dar! total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maha
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wafih mengalihkan
alokasi Belanfa Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja
Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 11 ayat {3} dan pasal 18 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerfa menjadi Undang-Undang.



- 67 -

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah
daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belarja hibah yang tercantum
pada Kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp0, atau
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tatacara Penghitungan, Pengangparan dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d){7) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam lampiran [ll.a Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran APBD TA 2024 terdapat belanja hibah untuk Partaj
Politik sebesar Rp798.390.880, dimana hibah ini dianggarkan pada
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik namun belum dirinci sesuai
calon penerima {by name by address). Untuk itu diminta Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya menyesuaikan penempatan rekening hibah
untuk Partai Politik tersebut dan mencatatkannya secara rinci by
name by address.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.9.1/435/5J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka
Pemerintah Kabupaten Dharmasrava agar memastikan tersedianyva
alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum {KPU] dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% darl seluruh
kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya
dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024,

Dalam Lampiran [l Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokast Belanja Hibah
untuk KPU Dharmasraya sebesar Rpl2.917.493.000 atau 651,51%
dari total NPHD sebesar Rp21.000.0C0.000 dan Bawaslu Kabupaten
Dharmasraya sebesar Rp6.600.000.000 atau 60% dari total NPHD
sebesar Rp11.000.000.000.

Untuk menjamin ketersedingn anggaran untuk penyelenggaraan
tehapan-tahapan  Pemilu/Pemilukada serentak di  Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
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sudah memenuhi alokust hibah kepada KPU dan Bawasiu
Kabupaten Dhormasraya sebesar sisa tol al kebutuhan pada AFPED
TA 2024 im, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala
Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kota Payakumbuh

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp97.354.785.417 atau
9,05% dar total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprieritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasaranga yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Pengangparan Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnva
yvang memenuhi krileria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewats batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir C.3.b.1),
C.3.b.2} dan butir €.3.5.3] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efekuf, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah vang baru {new initiative) dan angka
dasar fbaseling} serta penvusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milk daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Dharmasraya sesuai amanat Pasa! 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menter
Dalamm Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.0.7}), C.3.0.8}, C.3.5b.9) dan C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontralk,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 104% [sepuluh per seratus) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21,811.132.407 yang
dinratkan ke dalam belanja antara lain :

1} Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7.749.000.000.

2} Belanja Modal Alat Studio, Kemumkasi, dan Pemancar sebesar
Rp81.400.000.

3] Belanja Mecdal Alat Kantor dan Rumah Tangegs sebesar
Rp2.555.676.200.

4| Belanja Modal Komputer sebesar Rpl.927.326.000.
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.928.956.233.

¢. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp45.511.278.952
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian cbyek :
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1) Belanja Medal Jalan dan Jembatan sebesar Rp40.738.088.952.
2] Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.440.310.000.
3] Belanja Medal Instalasi sebesar RpB82.880.000.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.987.417.825.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyal masa manfaat lebih dan
12 {dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesual kewenangan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana maksud Pasal
282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016,

Penganggaran belanja medal dilaukukan sesuai dengan kewenangan
dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efekuf, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabe! dengan mengutamakan produk dalam negen. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah [RKBMD) yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemenntah  Kabupaten  Dharmasrayn  tidak  diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada
RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya
agar diaithkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam peiaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjuinya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar
Rp1.700.000.000.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp97.800.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat
kedekieran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000
atau 0,46% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasrava tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah
alokasinya perlu untuk dihitung kemball dan nominalnya disesuaikan
dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Angegaran 2022 dan 2023 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
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diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

serta butir C.3.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

. Kebijakan Pembiayaan
Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl2]1.993.827.413, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1.

Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yvang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri :

1.

Penerimaan Pembiayvaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan
sebesar Rpl121.993.827.413. Penerimaan pembiayaan tersebut berasal
dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar
Rpl121.993.827.413.

Penganggaran  SiLPA  tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat
didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a)fl) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannva
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib menganggarkan
SiILPA dimaksud sesual penggunaannya sebagaimana maksud butir
C.4.a.2ja){3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.4.2jaj}{4) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapa! mengarahkan penggunaan
BiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana
maksud butir C.4.a.2)a}{3X6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2023.

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiavaan
sebesar Rpl 1.000.000.000 yang berasal dani :

a. Penyertaan modal daerah sebesar Rp1.500.000.000.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sesbesar
Rp%9.500.G00.C00,
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[V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan
Ranperkada dengan Perubzhan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasrava tentang APBD Tabun Anggaran 2024 schagaimana Tabel 12
sebapgai benkut:

Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

1 (Jumiah Program i 36 236 FF . Il

2 [Jumlah Kegiatan - 528 432 RaTH

.3 |Jumlah Sub Kepiawun . 1.283 561 241

Womlak Alokisl Anggeran (Rp)' 1.037.192 310,000 | 1.016.235.880.004 | 1.072.710.115.025 | 1.077.921 554.728

Jumlah program sebanyak 226, jumlah kegiatan sebanyak 442 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 991 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program
dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
hanya diperkenankan melakukan penambahan program, kegiatan dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang
memenuhi kriteria darural atau mendesak sesuai ketentuon peraturan
perundang-undangan, sebaguimana ditegaskan pada pasal 23 ayat {2}
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab II huruf A angka 2
huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 77 Tahun
2020.

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat sub kegiatan yang
terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak
terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum {SPAM)

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)

¢. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
(SPALD)

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana pada Kkegiatan
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
3. Dinas Sosial antara lain :
a. Pemberian Layanan Kedaruratan
Penyvediaan Permakanan

b
c. Penyediaan Alat Bantu
d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
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e. Pembenan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

4. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

a. Pembentukan Paskibraka
k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasrava tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 20024 belum berpedoman pada RKPD serta KUA dan
PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Neomor 23 Tahun
2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023,

Untuk itu, Pemenntah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus
mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran
daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
maksud Pasal 265 ayat (3], Pasal 310 ayat (1), ayat {2) dan ayat {3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyvusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2], Pasal 89
ayat {1} dan Pasal 90 ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kepiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan vang lebih tngg setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetuiui bersama, Pemerintah Daerah
Kabupaten Dharmasraya menyvesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan
baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN

RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN RPUMD/RPD

kesesuaian preogram dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VIl Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

I. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RRJMD pada
Tahun 2024 Rpl.037.192.310.000 sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 Rp 1.077.921.554.728 ; dan
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2. Jumlah program yang tlercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024

sejumlah 136 pregram sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sejumlah 222 program.

Berkaitan dengan  itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar
memperhatikan:

1.

Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatil, agar dipastikan belanja
daerah setiap (ahun dianggarkan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas
daerah dan dukungan terhadap prictitas nasional; dan

Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024.

. Selanjutnya, agar penyesuajan program mempertimbangkan pencapaian

target akhir [ndikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama ([KU}
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD} sebagaimana tertuang dalam RPD
Kabupaten Dharmasrayva Tahun 2024-2026.

VI LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun APBD Tahun Anggaran
2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga
mempedomani antara lain scbagai berikut :

A.

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiavaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan
Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan eckstrem di seluruh  wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kola melalui kegitan/subkegiatan antara lain:

a. rehabilitasi sosial PMKS lainnyva bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;

b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogek kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten /kota.

2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil

musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antarza lain:

a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta
masyvarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran

data pencrima dengan nama dan alamat {by nume by address) melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain:
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a. penyediaan [asilitas pelayanan keschatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten/kota;

b. pemberdayaan dan perlindungan Kkoperasi yang Kkeangpotaannya
dalam daerah kabupaten/kota; dan

€. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat: dan

5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekal;.

C. Menindaklanjuti  Surat Edaran Menteri Dalam  Negerdi  Nomor

900.1.9.1/5252/8J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya agar memastikan tersedianya alokasi anggaran
untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu
sesual kebutuhan di APBD TA, 2024, Bilu ketentuan tersebut tidak dipenuhi
dan ditindaklanmuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD
2024 tidak akan diberikan. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten
Dharmasraya menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar
menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu
sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor
register pada APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD} tentang Pelaksanaan Dana Hibah
Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun
2024 antara Bupali Dharmasraya dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu
Kabupaten Dharmasraya.

. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran lahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagai qualty assurance untuk melakukan reviu atas dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.

. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar memastikan ketersediaan alckasi
anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 vang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 20135 tentang Penyelenggaraan Program JKEK
dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015, dimana knteria pekerja yang bekerja pada pembern kerja
penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nemor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
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F. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan langkah-langkah
percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah.

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP} dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Bupati
Dharmasraya agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan
HUT Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumatera Barat. Untuk itu diminta Bupati Dharmasraya menyiapkan dan
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun
Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUB UMATERA BARAT,
PEMERINTAH P hv ; ';Iﬁér ERA BARAT i
nms | sebsta MAHYELDI




